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ABSTRAK

CATATAN

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Pasal 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan
Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang menyatakan bahwa standar
pengelolaan dokumen dan informasi hukum wajib digunakan dalam
pengelolaan dokumen dan informasi hukum oleh seluruh anggota
jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional; bahwa untuk
melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilingkungan
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan ini adalah:

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Peraturan
Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 82); Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan
Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 692); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun
2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 456); Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Nomor
533/HK.04Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan Nomor

58/HK.03.1-Kpt/7105/Kab/VIIl/2021 diatur tentang :

Prosedur Standar Operasional (Pso)/ Standard Operational Procedure
(Sop) Tata Kelola Laman Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (Jdih)
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan.

- Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan ini berlaku
sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Agustus 2021.
- Lampiran 10 halaman



